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ABSTRAK

Konflik kemanusiaan yang terjadi di berbagai negara telah membuat
gelombang pengungsi dan pencari suaka seakan tidak pernah ada habisnya.
Diskriminasi ras, agama, kebangsaan yang mengakibatkan penganiayaan,
memaksa mereka untuk meninggalkan negaranya dan mencari perlindungan dari
Negara lain. Indonesia sebagai salah satu dari bagian masyarakat internasional
turut serta menangani masalah pengungsi asing dan pencari suaka yang ada di
wilayah Indonesia. Pengaturan mengenai perlindungan para pengungsi dan
pencari suaka ini secara universal tertuang dalam Konvensi 1951 tentang dan
Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, akan tetapi Indonesia bukanlah Negara
peratifikasi konvensi tersebut. Tujuan dari penelitian ini selain untuk mengetahui
kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap pengungsi asing dan pencari
suaka, juga untuk mengetahui kebijakan politik tersebut apakah telah menerapkan
prinsip dasar Siyasah Dauliyah serta mendapatkan gambaran tentang karakteristik
pada masing-masing pemerintah yang berdaulat berdasarkan Big Five Theory.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dimana peneliti menggunakan
instrumen internasional dan instrument nasional yang mengatur tentang
perlindungan dan penanganan pengungsi sebagai sumber primer. Tak hanya
menggunakan instrument saja, peneliti juga mengumpulkan data dari literature
yang sudah ada, untuk kemudian dijadikan sebagai sumber data sekunder. Setelah
mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder, peneliti kemudian
menggunakan pendekatan sosio-legal unrtuk mendapatkan gambaran orientasi
dari kebijakan politik luar negeri terhadap pengungsi asing dan pencari suaka pada
era reformasi. Gambaran tersebut kemudian dianalisa dengan metode induktif
berupa penarikan kesimpulan dari fakta-fakta yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, belum diratifikasinya
konvensi dan protocol tentang status pengungsi tidak menjadikan pemerintah pada
era reformasi lepas tangan dalam menangani pengungsi asing dan pencari suaka.
Diplomasi dan kerjasama internasional dipilih menjadi cara yang efisien untuk
menangani masalah pengungsi asing dan pencari suaka. Kedua, kebijakan politik
luar negeri yang diterapkan oleh masing-masing pemerintahan sudah
mencerminkan prinsip dasar siyasah dauliyah dengan proporsi yang berbeda
sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu.

Kata kunci: Politik Luar Negeri, Reformasi, Pengungsi, Suaka, Siyasah Dauliyah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987
tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan

beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

| alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o ba B Be
o ta T Te
& sa $ es (dengan titik di atas)
c jim J Je
c ha h ha (dengantitik di bawah)
¢ kha Kh kadan ha
5 dal D De
5 zal V4 zet (dengan titik di atas)
] ra R Er
5 za Z Zet
» sin S Es
0 syin Sy esdan ye
> sad S es (dengan titik di bawah)
= dad d de (dengan titik di bawah)
L ta t te (dengan titik di bawah)
L za z zet (dengan titik di bawah)

Xi



¢ ‘ain e S komaterbalikkeatas
¢ gain G Ge

o fa F Ef

3 gaf Q Ki

4 kaf K Ka

J lam L El

. mim M Em

o nun N En

B wawu w We

> ha H Ha

. hamzah ' Apostrof
7 ya Y Ye

2. Vokal
1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruflatin Nama
L fathah A A
— Kasrah I I
_ damah U U
Contoh: x5 -faba ‘asa J%; - ba‘di
L0 -apsanu &LZ- bainaka

2) Vokal rangkap (diftong)

Xii



Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

TandadanHuruf Nama GabunganHuruf Nama
- Fathah dan ya Ai adani
53— Fathah dan Au adanu
wawu
Contoh: & - bainaka Js — haula
3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

TandadanHuruf Nama HurufdanTanda Nama
) a dan garis di
fathah dan alif _
LA A atas
& i dan garis di
- Kasrah dan ya _
1 atas
damah dan u dan garis di
5 - wawu U atas
Contoh:
oS - kana a3 - fihi

G - ma &.5\}’ —‘ala

4. Ta Marbitah
Transliterasi untuk ta marbitah ada dua:
1) Ta marbirah hidup
ta marbiitah yang hidup atau mendapatkan harakat fatzah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta marbutah mati
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Ta marbiatah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah /n/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbitah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka ta marbitah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

contoh:
22 As-sayyiatu
ey wahidah
535 Dawah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

&7 _
s S— karramna

L;jb — billatt

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu J), namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti
huruf gamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang

diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

Xiv



yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah, ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan
tanda sambung atau hubung.

Contoh:

PR
SV - al-kitaba

6\:,4.5\ - al-qurba

7. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop.
Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak

di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
Hamzah di awal o3| Adama
Hamzah di tengah i_;i ya’'muru
Hamzah di akhir Uaoi) al-fahsya’i

8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara;
bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih

penulisan kata ini dengan perkata.
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Contoh:

oS ) A MOy 1 wainnallahalahuwakhairar-razigin

Ol LS 1434 . faaufii al-kailawaal-mizan

HurufKapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi
ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.
Contoh:

J s YWasley Wa maMuhammadun illa rasil.

Ol VL ol Wa laqad raahu bi al-ulfuq al-mubin
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Politik luar negeri merupakan suatu kebijakan, sikap, dan langkah-langkah
yang dilakukan oleh suatu Negara dalam melakukan hubungan luar negerinya
dengan Negara lain, baik dengan organisasi internasional, dan subjek hukum
internasional lainnya, dengan tujuan untuk mencapai kepentingan Negara yang
melakukan politik luar negeri tersebut. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, mengenai tujuan negara,
«“ ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Drs. Muhammad Hatta melalui pidatonya yang berjudul Mendayung Di
Antara Dua Karang pada tanggal 2 September 1948 di hadapan Badan Pekerja
Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) memberikan pandangan mengenai
prinsip politik luar negeri Indonesia yaitu Bebas — Aktif." Menurutnya, politik
“bebas” ‘berarti- Indonesia tidak berada dalam kedua blok (Pro-Rusia atau Pro-
Amerika) dan memilih jalan sendiri untuk mengatasi persoalan Internasional.
Sedangkan istilah “aktif” berarti berupaya untuk bekerja lebih gaiat guna menjaga
perdamaian dan meredakan ketegangan kedua blok. Sifat politik luar negeri inilah

yang mewarnai pola kerja sama bangsa Indonesia dengan negara lain. Dengan

kata lain, dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain Indonesia

! Agus Budi Yulianto, “Konsep Politik Luar Negeri Bebas Aktif Dalam Konfrontasi
Indonesia Malaysia Tahun 1963-1966 (Sebuah Kajian Historis)”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas
Sanata Dharma, 2008), him. 25.



selalu menitik beratkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh
Bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban serta perdamaian dunia.?

Pelaksanaan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang paling jelas terlihat
pada adanya Konferensi Asia-Afrika yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno.
Konferensi ini merupakan sebuah konferensi antar negara-negara Asia dan Afrika.
Pertemuan ini berlangsung antara tanggal 18 April sampai 24 April 1955 yang
diselenggarakan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Hasil dari Konferensi
ini berupa 10 poin kesepakatan dan pernyataan dalam Dasasila Bandung yang
pada akhirnya membawa kepada terbentuknya Gerakan Non-Blok pada tahun
1961. Dalam perkembangannya, prinsip ini terus dijalankan oleh pemerintahan
Indonesia di bawah kepemimpinan setelah Soekarno. Hanya saja dalam
pelaksanaannya akan mengikuti pemahaman dan arah kebijakan politik yang
menyertainya, mulai dari kepemimpinan Soeharto di era orde baru hingga
kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini.?

Bebas Aktif adalah politik luar negeri Indonesia yang berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945. Sila kedua adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai
perwujudan ‘dalam UUD 1945, vyaitu bahwa pemerintah Negara RI ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial.* Bebas artinya tidak terikat oleh suatu ideologi atau oleh

politik negara asing atau blok negara-negara tertentu, atau negara-negara

2 Hozin Zainullah, “Politik Luar Negeri Indonesia “Bebas-Aktif® Dalam Upaya
Penyelesaian Konflik Rohingya”, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,
2019), him. 2.

® Hozin Zainullah, “Politik Luar Negeri Indonesia “Bebas-Aktif” Dalam Upaya
Penyelesaian Konflik Rohingya”, hlm. 7.

* Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, alinea ke 4.



Adikuasa (Super power). Aktif artinya dengan sumbangan realistis giat
mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerjasama internasional dengan
menghormati kedaulatan negara lain.® Politik luar negeri yang bebas aktif,
mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa dari kungkungan penjajahan,
mempererat hubungan dengan banga-bangsa lain dengan sama derajat, tegak sama
tinggi dan duduk sama rendah.

Dalam GBHN 1983 dikatakan antara lain; pelaksanaan politik luar negeri
yang bebas aktif dilaksanakan secara konsekuen dan diabdikan untuk kepentingan
nasional, terutama untuk kepentingan disegala bidang.® Politik bebas aktif bila
dikaitkan dengan pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia dapat dijabarkan
sebagai berikut:’

1. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif dilaksanakan secara
konsekuen,

2. Indonesia berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia,

3. Peranan Indonesia ikut serta dalam memecahkan persoalan-persoalan dunia,

4. Mengadakan kerjasama diantara negara-negara di kawasan Asia Tenggara
dan Pasifik Barat Daya, terutama negara ASEAN,

5. Kerjasama ASEAN di berbagai bidang dan aspek,

6. Peranan Indonesia di dunia internasional dalam menggalang persahabatan

dan perdamaian,

® Fiky Arista dkk, “Perbandingan Kebijakan Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja dan
Ali Alatas Terhadap Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Pada Masa Orde Baru”, Factum,
Vol.6 No.1, April 2017, him. 73.

® Bp7 pusat, bahan penataran p-4 (Jakarta, bp 7 pusat 1983) him.373.

" Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 1I/MPR/1983
Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.



7. Dalam mewujudkan tatanan dunia baru melakukan kerjasama dalam forum-
forum seperti organisasi Negara- Negara Non Blok, Organisasi Konferensi
Islam (OKI), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lain-lain,

8. Kerjasama ekonomi di dunia internasional,

9. Setiap perkembangan dan kemungkinan gejolak dunia, baik politik maupun
ekonomi, diikuti secara seksama dan mengambil langkah-langkah serta
upaya apabila membahayakan kepentingan nasional.

Masalah kemanusiaan yang mengancam perdamaian duniapun membuat
Indonesia harus turut serta di dalamnya, terutama masalah pengungsi asing dan
para pencari suaka. Berbagai kebijakan politik luar negeri dibuat sebagai strategi
untuk menunjukkan eksistensi Indonesia dalam kancah internasional.

Pengungsi dan pencari suaka akhir-akhir ini menjadi isu popular yang
hangat dibicarakan dalam dunia global. Hal ini sudah sepatutnya mendapat
perhatian serius dari masyarakat internasional. Para pengungsi dan pencari suaka
ini muncul akibat dari banyaknya konflik internal maupun eksternal di berbagai
negara. Keadaan sosial, ekonomi dan keamanan yang semakin memburuk di
negara yang bersangkutan telah menimbulkan konflik baik antar etnis, kelompok,
maupun ras dari negara kepada warga negaranya atau bahkan antar negara yang
berkonflik, sehingga memaksa warga negara harus meninggalkan negara tersebut

untuk mendapat perlindungan dan keamanan atas keselamatan mereka.



Perpindahan penduduk dari negara asal mereka yang sering terkena konflik ke
negara yang lebih aman disebut dengan pengungsi Internasional.?

Sebagaimana diketahui Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
telah ditetapkan lebih dari 70 tahun lalu, yakni pada 10 Desember 1948. Meski
demikian, barulah 20 tahun terakhir ini hak-hak asasi manusia (HAM) menjadi isu
penting.® Namun, pengungsi lebih dari sekedar isu hak asasi manusia. Pergerakan
pengungsi juga merupakan bagian yang melekat dari politik internasional. Sosok
pengungsi merupakan bagian integral dari sistem internasional, melambangkan
kegagalan hubungan negara-warga-wilayah diasumsikan oleh sistem negara untuk
mulus menjamin ketertiban internasional dan keadilan. Penyebab, konsekuensi,
dan tanggapan terhadap pengungsi sangat erat kaitannya dengan politik dunia.
Penyebab gerakan pengungsi yang didukung oleh konflik, kegagalan negara, dan
ketidaksetaraan ekonomi politik internasional. Konsekuensi dari gerakan telah
dikaitkan dengan keamanan, penyebaran konflik, terorisme, dan transnasionalisme.
Oleh karena itu, menanggapi pengungi merupakan tantangan untuk tatanan dunia
dan keadilan serta untuk fasilitator kerjasama internasional.'°

Fenomena tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak masalalu, sehingga dalam
pasal 14 (1) UHDR menyebutkan “Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan
suaka di negara lain untuk melindungi diri dari pengejaran”. Untuk menjamin hak

dalam pasal tersebut kemudian dibentuklah United Nations High Commissioner

® lin Karita Sakharina dan Kadarudin, Buku ajar Hukum Pengungsi Internasional
(Makassar: Putaka Pena Press, 2016), him. 19.

°Lisa Permata Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Penerima Suaka Politik
dalam Hukum Internasional”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), him. 1.

9in Karita Sakharina dan Kadarudin, Buku ajar Hukum Pengungsi Internasional, him. 4.



for Refugees (UNHCR) pada tahun 1950. Organisasi ini merupakan manifestasi
dari situasi serius penanganan pengungsi tahun 1949.

Pengaturan tentang pengungsi dan pencari suaka ini kemudian lebih lanjut
dibahas dalam konvensi tentang Status Pengungsi (Refugee Convention) tahun
1951 di Jenewa dan kemudian Protokol tentang Status Pengungsian tahun 1967.
Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, mendefinisikan pengungsi sebagai
“orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang
disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok
sosial dan partai politik tertentu, berada di luar Negara kebangsaannya dan tidak
menginginkan perlindungan dari Negara tersebut”. **

Hingga Januari 2019, ada sekitar 14.400 pengungsi dan pencari suaka di
Indonesia. Angka tersebut mencakup pengungsi dan pencari suaka dari 44
kewarganegaraan. Sesunguhnya jumlah pengungsi di Indonesia lebih rendah
dibandingkan dengan 6 juta pengungsi yang ditanggung oleh Turki, dan juga
masih rendah dibandingkan dengan negara Thailand yang menampung 93.534
atau Malaysia dengan 175.760 pengungsi. UNHCR mencatat pada 2016
penempatan pencari suaka di negara resettlement mencapai angka 163.206 orang.
Angka itu menunjukkan ketimpangan tajam jika dibandingkan dengan jumlah
pengungsi global yaitu 65,6 juta orang.'? Sementara pada tahun 2018, UNHCR

mencatat bahwa angka penempatan pengungsi hanya mencapai 92.400 orang ke

25 Negara. Padahal, pihak penandatangan Konvensi PBB 1951 tentang status

11 R Widiarti, “Pengungsi” dalam www.unhcr.org. diakses pada tangal 9 Februari 2020,
pukul 15.40 WIB.

2 Lisa Schlein, “Jumlah Pengungsi Capai Angka Tertinggi”, dalam
www.voalndonesia.com. Diakses 25 Agustus 2020.



https://www.unhcr.org/id/pengungsi
http://www.voaindonesia.com/

pengungsi dan Protokol PBB 1967 untuk perihal yang sama berjumlah 142 negara.
Australia adalah salah satu negara yang menetapkan pengetatan kuota penerima
pencari suaka. Sejak 2014, Australia sudah tak lagi menerima permohonan suaka
yang diajukan oleh pengungsi yang transit di Indonesia.*®

Perlu diketahui juga bahwa, Indonesia belum menjadi peserta Konvensi
1951 yang terkait dengan Status Pengungsi dan Protokol 1967. Para pengungsi
dan pencari suaka di Indonesia mengalami kesulitan untuk tinggal di negara ini.
Mereka tidak mempunyai izin bekerja, dan tidak menerima bantuan sosial dari
pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia memperbolehkan pada pengungsi
dan pencari suaka tersebut untuk tinggal di Indonesia selama mereka memiliki
dokumen-dokumen pendaftaran dari Kantor UNHCR.*

Posisi Indonesia yang terletak diantara dua samudra dan dua benua,
menjadikan Indonesia sebagai tempat yang strategis untuk perpindahan dan juga
tempat transit pengungsi asing asal benua Asia yang ingin pergi ke Australia dan
Amerika Serikat sebagai negara ketiga. Sebagian besar dari pengungsi dan pencari
suaka berasal dari Afghanistan, Myanmar, Somalia dan negara Asia lainnya.*
Selain letak geografis Indonesia tersebut, yang menjadi alasan dari para pengungsi
dan pencari suaka yang sebagian besar berasal dari negara kawasan Timur Tengah
adalah kesatuan Agama. Reporter Beritaagar.id, Graceldis Loanardo dan Rommy

Roosyana mewawancarai salah satu pengungsi asal Afghanistan yang bernama

3 Anonim, “Australia Tutup Pintu Bagi Pencari Suaka di Indonesia”, www.bbc.com,
diakses 25 Agustus 2020.

4 SUAKA:Refugees and Asylum Seckers in Indonesia, “Indonesian Civil Society
Network for Refugee Rights Protection”, dalam suaka.or.id/. diakses pada tanggal 10 Februari
2020 pukul 02:16 WIB.

15 M.Suryono, “UNHCR di Indonesia”, dalam www.unhcr.org/ , diakses pada tangal 17
Juli 2020 pukul 08:25 WIB.


http://www.bbc.com/
https://suaka.or.id/public-awareness/refugees-and-asylum-seekers-in-indonesia/

Fahriya yang berusia 19 Tahun. Fahriya mengatakan bahwa dirinya sudah berada
di Indonesia selama 2 tahun 2 bulan dan masih menunggu pemberian status suaka
oleh UNHCR. Saat ditanya kenapa memilih Indonesia sebagai tujuan pengungsian,
dia mengungkapkan, Indonesia dijadikan tujuan para pengungsi Afganistan karena
mayoritas warganya muslim.*

Sampai dengan akhir Maret 2020, sebanyak 3.297 pengungsi dan 10.253
pencari suaka terdaftar di UNHCR Jakarta secara kumulatif.*” Dari data statistik
rumah detensi Imigrasi Belawan, Medan, Sumatra Utara, sampai pada
pertengahan tahun 2019 ada sebanyak 2.133 pengungsi yang berasal dari negara
konflik seperti Myanmar, Afghanistan, Somalia, Irak, Iran dan lainnya.*® Selain itu
jumlah pengungsi asing dan pencari suaka yang berada di Rudenim Pekanbaru
hingga Maret 2019 sebanyak 1.147 orang."* UNHCR Kepri (United Nations High
Commissioner of Refugees Provinsi Kepulauan Riau) menyatakan bahwa hingga
Pertengahan 2019 jumlah Pengungsi asing dan pencari suaka berjumlah 988
orang.”® Sedangkan data jumlah pengungsi dari luar negri di Makasar per bulan

Mei 2019 tercatat sebanyak 1.813 jiwa.*

!® Rommy Roosyana, Para Pencari Suaka Belum Kehilangan Harapan pada Indonesia,
lokadata.id/artikel/ , diakses pada 22 Agustus 2020 pukul 12:07 WIB.

" M.Suryono, “Penentuan Status Pengungsi”, dalam www.unhcr.org/. diakses pada
tanggal 17 Juli 2020 pukul 08:25 WIB.

8 Ahmad Ridwan Nasution, “6 Pengungsi Rohingya dan Afghanistan di Medan
Diberangkatkan ke Amerika”, https://daerah.sindonews.com/ , diakses pada tanggal 22 Agusutus
2020, pukul 12:44 WIB.

9 Abdul Latif, “Jumlah Imigran di Pekanbaru Mencapai 1.147 orang”,
https://www.cakaplah.com/ , diakses pada 22 Agustus 2020, pukul 20:02 WIB.

20 Diskominfo Kepri, https://kepriprov.go.id/, diakses pada 22 Agustus 2020, pukul 20:11

WIB.

2 satgas Pengungsi  Luar Negeri Dorong Partisipaso  Aktif  Pemda,

https://www.kominfo.go.id/, diakses pada 22 Agustus 2020, Pukul 20:21 WIB.


https://lokadata.id/artikel/para-pencari-suaka-belum-kehilangan-harapan-pada-indonesia
https://daerah.sindonews.com/artikel/sumut/1943/6-pengungsi-rohingya-dan-afghanistan-di-medan-diberangkatkan-ke-amerika
https://www.cakaplah.com/berita/baca/35332/2019/03/17/jumlah-imigran-di-pekanbaru-mencapai-1147-orang#sthash.hRTNcxF9.dpbs

Di masa sebelum Reformasi, masalah tentang pengungsi asing dan pencari
suaka diawali dengan datangnya ‘manusia perahu’ yaitu pengungsi dari indo-cina
di tahun 1975-1996. Akan tetapi masalah ini cepat diatasi dengan dibuatkan
tempat penampungan di Pulau Galang, Bintan Selatan, dan diberi dukungan dari
dunia internasional. ? Pasca reformasi, masalah tentang pengungsi asing dan
pencari suaka semakin kompleks. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri menempatkan
pengungsi sebagai pemilik hak kemanusiaan yang kepada mereka dapat diberikan
toleransi untuk tinggal di Indonesia sementara waktu hingga diputuskan status
mereka oleh UNHCR.? Dari sisi hubungan antara hukum internasional dengan
hukum nasional, Peraturan Presiden tersebut merupakan bentuk inkorporasi secara
tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap konvensi
internasional tentang status pengungsi. Hal itu merupakan bentuk komitmen
pemerintah Indonesia terhadap penerapan prinsip non-refoulement yang dimuat di
dalam perjanjian-perjanjian internasional. Oleh karena itu, meskipun Indonesia
bukan ratifikator konvensi pengungsi, namun memiliki tanggung jawab
melakukan penanganan terhadap pengungsi sebagaimana ditetapkan di dalam
Perpres 125/2016. Substansi dari Perpres tersebut memuat nilai kemanusiaan yang
menempatkan pengungsi bukan lagi sebagai pelanggar aturan keimigrasian,

namun sebagai entitas asing yang memerlukan penanganan khusus sarat

22 Ryan Prasetia Budiman, “Kebijakan Indonesia Terhadap Pengungsi Vietnam di Pulau
Galang, 1979-1996”, Skripsi (Depok: Universitas Indonesia, 2012), him. 6.

% Rohmad Adi Yulianto, “Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia Perspektif
Magasid al-Syariah”, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XIlIlI, No. 2, Desember 2019,
him. 182.
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dengan kemaslahatan bagi seluruh pihak, baik bagi kelompok pengungsi
maupun bagi Indonesia selaku negara transit.**

Pada dasarnya, tedapat hubungan antara isu migrasi internasional dengan isu
keamanan. Bagaimana isu keamanan non-tradisional yang berupa migrasi lintas
negara dapat mempengaruhi keamanan individu yang juga mendapatkan
tantangan melalui human trafficking, pelanggaran HAM dan kebijakan yang ketat
dari negara penerima. Hubungan antara migrasi internasional dengan keamanan
non-tradisional terletak pada aspek human security yang berkontribusi pada
semakin kompleksnya isu tersebut.”

Hubungan antara isu migrasi internasional dengan isu keamanan juga
dijelaskan oleh Reinhard Lohrmann, yang menyatakan bahwa migrasi manusia
yang melintasi batas negara mempengaruhi keamanan internasional baik bagi
negara pengirim, negara transit, dan negara penerima. Pengaruhnya berada pada
tiga level. Pertama, negara transit dan negara penerima memiliki agenda
keamanan yang memandang migrasi internasional dapat menjadi ancaman bagi
kehidupan ekonominya, aturan sosial, nilai-nilai agama dan budaya, serta
stabilitas politik. Kedua, dalam hubungan antar negara, migrasi lintas negara ini
cenderung menciptakan ketegangan hubungan dan masalah bagi kedua negara,
yang memberi dampak pada stabilitas regional dan internasional. Ketiga, arus
migrasi lintas negara yang tidak regular dapat memberi dampak signifikan pada

keamanan individu dan perspektif dalam memandang kehidupan sehari-harinya.

% Rohmad Adi Yulianto, “Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia Perspektif
Magasid al-Syariah”, hlm. 180.

“R.R Emilia Yustiningrum, “Signifikansi Isu Keamanan Non-Tradisional Dalam Politik
Luar Negeri Indonesia” dalam Politik Luar Negeri dan Isu-Isu Keamanan Non-Tradisional, Ed.
Athigah Nur Alami (Yogyakarta: Calpulis, 2016), him. 36.
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Masalah migrasi ilegal juga memenuhi kriteria perluasan definisi keamanan yang
dipakai oleh suatu negara, dalam artian tidak hanya menggarisbawahi tentang
kerentanan wilayah negara yang menjadi ngara pengirim, negara transit, dan
negara tujuan, namun juga pada dimensi lain yang berupa keamanan sosial,
keamanan ekonomi, dan keamanan individu.*

Dalam tradisi Islam, problematika semacam ini masuk dalam ranah Figh
Siyasah. Sedangkan dalam istilah Figh Siyasah, hubungan politik luar negeri di
bahas dalam Siyasah Dauliyah. Adapun yang dimaksud Siyasah dauliyah disini
adalah yang mengatur hubungan antar warga Negara dengan lembaga Negara dari
Negara satu dengan warga Negara dan lembaga Negara dari Negara lain. Dalam
hal ini substansinya ada 8 (delapan) dasar pokok, yaitu : Kesatuan Umat Manusia,
Al-  ‘Adalah (Keadilan), Al- Musawah (Persamaan), Karomah Insaniyah
(Kehormatan manusia), Tasamuh (Toleransi), Kerjasama Kemanusiaan,
Kebebasan, Kemerdekaan/ al-Huriyah, Perilaku Moral Yang Baik (al-Akhlak al-
Karimah).”’

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat
dan membuat karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Kebijakan Politik
Luar Negeri Indonesia Terhadap Pengungsi Asing dan Pencari Suaka Pada

Era Reformasi Perspektif Siyasah Dauliyah”.

R.R Emilia Yustiningrum, “Signifikansi Isu Keamanan Non-Tradisional Dalam Politik
Luar Negeri Indonesia”, hlm.37.

2" H.A. Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu
syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), him. 122-130.
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B. Definisi Operasional
Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasan
makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, diantaranya :
a. Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud kebijakan
ialah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana
dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak
(tentang pemerintah, organisasi, dan sebagainya).? Sedangkan pengertian
Politik Luar Negeri adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur
hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk kepentingan nasional
negara tersebut dalam lingkup dunia internasional.* Dalam hal ini penulis
mengkhususkan ke dalam strategi negara Indonesia dalam berhubungan
dengan negara lain berdasarkan nilai, sikap, arah serta sasaran untuk
kepentingan nasional negara Indonesia dalam dunia Internasional.
b. Pengungsi Asing dan Pencari Suaka
Pengungsi asing merupakan orang yang dikarenakan oleh ketakutan
yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama,
kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu,
berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan
dari Negara tersebut. Sedangkan Pencari Suaka yaitu seseorang yang

menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan

%8 hitps://kbbi.web.id/bijak, diakses pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 23.11 WIB.
? Teuku Rezasyah, Politik Luar Negeri Indonesia : Antara Idealisme dan Praktik
(Bandung: Humaniora, 2008), him.3.
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perlindungan belum selesai dipertimbangkan.** Dalam penelitian ini yang
dimaksud yaitu Pengungsi Asing dan Pencari Suaka yang termasuk dalam
masalah kemanusiaan Internasional.
c. EraReformasi

Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang
telah ada pada suatu masa. Era Reformasi yang maksud penulis dalam
penelitian ini yaitu pemerintah yang berkuasa setelah masa kekuasaan
Soeharto yang meliputi; Pemerintahan Presiden B.J. Habibie (1998-1999)
yang selanjutnya dalam skripsi ini akan disebut dengan Habibie,
Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2000) yang selanjutnya
dalam skripsi ini disebut sebagai Gus Dur, Pemerintahan Presiden Megawati
Soekarnoputri (2000-2004) yang selanjutnya dalam skripsi ini akan disebut
dengan Megawati, Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(2004-2014) yang selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan SBY, dan
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-Sekarang) yang selanjutnya akan
disebut dengan Jokowi dalam skripsi ini.

d. Perspektif Siyasah Dauliyah

Siyasah Dauliyah merupakan rangkaian dari dua kata yang memiliki
makna masing-masing. Makna kata Siyasah adalah mengatur obyek tertentu
untuk suatu tujuan. Adapun kata Dauliyah, makna yang relevan dengan

kajian ilmu hubungan internasional Islam adalah hubungan antarnegara.

% R.Widiarti, “Pengungsi” dalam https://www.unhcr.org/id/pengungsi. diakses pada
tangal 9 Februari 2020, pukul 15.40 WIB.



https://www.unhcr.org/id/pengungsi
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Siyasah Dauliyah yang penulis maksudkan yaitu berkenaan dengan
substansi/ dasar-dasar Siyasah Dauliyah yaitu Kesatuan Umat Manusia, al-
‘Adalah  (Keadilan), al-Musawah (Persamaan), Karomah Insaniyah
(Kehormatan manusia), Tasamuh (Toleransi), Kerjasama Kemanusiaan,
Kebebasan, Kemerdekaan/ al-Huriyah, Perilaku Moral Yang Baik (al-Akhlak
al-Karimah).*

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik
rumusan masalah oleh penulis sebagai berikut:
1. Bagaimana kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap pengugsi asing
dan pencari suaka pada Era Reformasi?
2. Bagaimana kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap pengungsi asing
dan pencari suaka pada Era Reformasi perspektif Siyasah Dauliyah?
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan
penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti antara lain :
1. Untuk mengetahui kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap pengungsi
asing dan pencari suaka pada Era Reformasi.
2. Untuk mengetahui kebijakan poitik luar negeri Indonesia terhadap pengungsi
asing dan pencari suaka pada Era Reformasi dalam perspektif Siyasah

Dauliyah.

¥ H.A. Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu
syariah, hlm. 122-130.



15

E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Untuk dapat mengetahui dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang
kebijakan politik luar negeri Indonesia pada Era Reformasi, terhadap isu
pengungsi asing dan pencari suaka dalam perspektif Siyasah Dauliyah.
2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada masyarakat secara
informatif tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia, kaitannya
dengan isu pengungsi asing dan pencari suaka.

b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sekaligus bahan referensi
kepada akademisi, peneliti, mahasiswa, dan pembaca secara umum
tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia pada Era Reformasi
terhadap isu pengungi asing dan pencari suaka dalam perspektif Siyasah
Dauliyah.

F. Kajian Pustaka
Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada
beberapa karya tulis berupa skripsi, tesis, artikel, jurnal dan semacamnya yang
membahas mengenai kebijakan politik luar negeri Indonesia dan penanganan
masalah pengungsi asing dan pencari suaka. Akan tetapi sejauh ini belum ada
karya tulis yang membahas mengenai kebijakan politik luar negeri Indonesia
terdahap pengungsi asing dan pencari suaka pada era Reformasi perspektif

Siyasah Dauliyah. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan yang
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dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa teori sebagai turning point atau titik
balik dan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang
penulis lakukan.

Skripsi yang berjudul Politik Luar Negeri Indonesia “Bebas Aktif” Dalam
Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya karya Hozin Zainullah dengan Program
Studi Filsafat Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel Surabaya.®> Dalam skripsi ini membahas tentang kebijakan
politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY dan Jokowi dan
implementasi dari asas politik luar negeri Indonesia “Bebas Aktif” dalam upaya
penyelesaian konflik Rohingya. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian
penulis yaitu sama-sama membahas tentang kebijakan politik luar negeri
Indonesia. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi tersebut hanya membahas
mengenai penyelesaian konflik Rohingya saja dan juga tidak menggunakan
perspektif Siyasah Dauliyah sebagai pisau analisis.

Skripsi yang berjudul Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing Di
Indonesia karya Wahyu Satrio Wiguna dengan Program Studi Hukum Tata
Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta.** Dalam skripsi ini membahas tentang peraturan perundang-
undangan di Indonesia yang mengatur tentang penanganan pengungsi asing di
Indonesia. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu menggunakan peraturan

perundang-perundangan yang mengatur tentang penanganan pengungsi asing

% Hozin Zainullah, “Politik Luar Negeri Indonesia “Bebas Aktif> Dalam Upaya
Penyelesaian Konflik Rohingya”, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).

¥ Wahyu Satria Wiguna, “Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing Di Indonesia”, Skripsi
(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).
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sebagai landasan yuridis. Perbedaannya vyaitu dalam skripsi tersebut tidak
membahas tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia serta menggunakan
Siyasah Syar’iyyah sebagai pisau analisis, sedangkan penelitian penulis
membahas politik luar negeri Indonesia serta menggunakan Siyasah Dauliyah
sebagai pisau analisis.

Skripsi berjudul Kebijakan Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Dalam Penyelesaian Kekerasan Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar, karya Diah
Nurhandayani dengan Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu
Sosial dan IImu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. *
Dalam skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas
tentang kebijakan pemerintah terhadap pengungsi asing. Perbedaannya yaitu
dalam skripsi ini hanya terfokus pada kebijakan pemerintah pada masa Presiden
SBY saja, sedangkan dalam penelitian penulis membahas kebijakan pemerintah
pada Era Reformasi yaitu pasca pemerintahan Soeharto lengser hingga pemerintah
yang sedang menjabat sampai saat ini.

Berikut adalah table resume dari kajian pustaka di atas:

No Judul Persamaan Perbedaan

1 | Skripsi yang ditulis | Objek yang diteliti | Dalam  skripsi  karya
oleh Hozin Zainullah | sama yaitu membahas | Hozin Zainullah
(2019) yang berjudul | tentang kebijakan | kebijakan politik luar

Politik Luar Negeri | politik luar negeri | negeri Indonesia Yyang

% Diah Nurhandayani, “Kebijakan Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Dalam Penyelesaian Kekerasan Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar”, Skripsi (Jakarta: UIN
Syarif Hidayatullah, 2013).
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Indonesia “Bebas
Aktif” Dalam Upaya
Penyelesaian Konflik

Rohingya.

Indonesia.

dibahas lebih berfokus
dalam penyelesaian
konflik Rohingya saja.
Sedangkan yang akan
dibahas oleh  penulis
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luar negeri Indonesia
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dan pencari suaka pada
masa  reformasi  dan
kemudian dianalisis
dengan prinsip Siyasah

Dauliyah.

Skripsi  yang ditulis
oleh Wahyu Satrio
Wiguna (2018) yang
berjudul  Kebijakan
Penanganan

Pengungsi Asing Di

Indonesia

Menggunakan

peraturan perundang-
perundangan yang
mengatur tentang
penanganan pengungsi
asing sebagai landasan

yuridis.

Dalam skripsi tersebut
tidak membahas tentang
kebijakan  politik luar
negeri Indonesia serta
menggunakan  Siyasah
Syar’iyyah sebagai pisau
analisis, sedangkan
penelitian penulis

membahas politik luar
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negeri Indonesia serta

menggunakan  Siyasah
Dauliyah sebagai pisau

analisis.

Skripsi yang ditulis

oleh  karya Diah

Nurhandayani  yang
berjudul  Kebijakan
Pemerintah Susilo

Bambang Yudhoyono

(SBY) Dalam
Penyelesaian
Kekerasan Etnis

Muslim Rohingya Di

Myanmar.

membahas

tentang

kebijakan pemerintah

terhadap

asing

pengungsi

dalam skripsi ini hanya
terfokus pada kebijakan

pemerintah pada masa

Presiden SBY  saja,
sedangkan dalam
penelitian penulis
membahas kebijakan
pemerintah pada Era
Reformasi yaitu pasca
pemerintahan  Soeharto
lengser hingga

pemerintah yang sedang

menjabat sampai saat ini.

Dari sekian banyak penelitian terdahulu, tampak bahwa kajian penulis

Reformasi Perspektif Siyasah Dauliyah.

bukan hanya tergolong baru, tapi juga melengkapi penelitian-penelitian terdahulu.
Oleh sebab itulah penulis tertarik mengangkat judul Kebijakan Politik Luar

Negeri Indonesia Terhadap Pengungsi Asing dan Pencari Suaka pada Era
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G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah
termasuk dalam kategori library research atau penelitian kepustakaan yaitu
penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai
literature (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian
terdahulu. Dan mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan, sehingga
memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh. * Dalam hal ini
peneliti mengumpulkan data dari media cetak dan elektronik terkait kebijakan
politik luar negeri Indonesia.
2. Sumber Data
a. Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari
sumber asli dan langsung memberikan informasi kepada penulis.** Data
primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa :
1) Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi
2) Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi
3) Perpres No. 125 Tahun 2016 Tentang Penangan Pengungi dari Luar

Negeri

% Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, Jurnal iqgra’, Vol. 08, No. 1, Mei 2014,
him. 68.

% Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),
him. 50.
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4) Buku Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam
Rambu-rambu Syariah karya H.A. Djazuli.
5) Buku Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)
karya lja Suntana.
b. Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung data-
data primer dalam melakukan penelitian ini berupa buku-buku, artikel,
jurnal, surat kabar maupun karya ilmiah lain yang berkaitan dengan
penelitian ini.* Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini
berupa:
1) Jurnal akademik mengenai konsep maupun kebijakan politik luar
negeri Indonesia;
2) Jurnal akademik mengenai kebijakan dan penanganan pengungsi
asing oleh pemerintah Indonesia;
3) Buku-buku, artikel ilmiah, jurnal akademik, maupun situs internet
yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Pendekatan
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif
sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk melihat kebijakan pemerintah
negara Indonesia dengan menggunakan Siyasah Dauliyah. Sedangkan pendekatan
sosiologis dengan melihat respon pemerintah Indonesia terhadap suatu fenomena.

Dalam konteks penelitian ini berarti melihat respon pemerintah Indonesia sebagai

%" Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, him. 50.
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bagian dari masyarakat internasional terhadap masalah pengungsi asing dan
pencari suaka.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu secara literer dengan
menelaah skripsi, jurnal, buku, artikel ilmiah, Undang-Undang, serta data-data
dari situs internet yang berkaitan dengan penelitian.®
5. Analisis Data

Setelah data atau literature yang terkait dengan penelitian dikumpulkan,
maka akan diolah dan diseleksi kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan
logis dengan teori Big Five* untuk melihat pola kebijakan masing-masing
Presiden barulah kemudian didudukkan secara komprehensif dengan
menggunakan prinsip Siyasah Dauliyah. Analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan metode induktif. Induktif merupakan analisis data
dari kebijakan politik luar negeri Indonesia yang kemudian ditarik kesimpulan
apakah telah sesuai dengan konsep politik luar negeri dalam Siyasah Dauliyah.
. Sistematika Pembahasan

BAB | PENDAHULUAN, pada bab ini memuat latar belakang masalah,
definisi operasional. Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian

pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

% Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)
(Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), him. 218.

% Teori Big Five atau lima dimensi besar kepribadian berdasarkan Allport dan Cattell.
Allport dan Cattell beranggapan bahwa manusia tersusun dalam lima trait, yaitu OCEAN
(Openness,Conscientiousnes, Extroversion, Agreeableness, Neuroticism) namun hanya ada satu
dimensi yang mendominasi. Teori ini digunakan oleh penulis untuk melihat pola dan karakteristik
dalam dunia politik.
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BAB Il TINJAUAN UMUM, pada bab ini akan menjelaskan mengenai
tinjauan umum tentang politik luar negeri, tinjauan umum tentang pengungsi
asing dan pencari suaka, serta tinjauan umum tentang Siyasah Dauliyah.

BAB |11 berisi tentang kebijkan politik luar negeri terhadap pengungsi
asing dan pencari suaka di Era Reformasi yaitu kebijakan politik luar negeri B.J.
Habibie, kebijkan politik luar negeri Abdurrahman Wachid, kebijakan politik luar
negeri Megawati Soekarno Putri, kebijakan politik luar negeri Soesilo Bambang
Yudhoyono, kebijkan politik luar negeri Joko Widodo

BAB IV HASIL PENELITIAN, pada bab ini akan ditampilkan hasil
penelitian berupa analisa tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap
pengungi asing dan pencari suaka pada era reformasi yaitu kebijakan politik luar
negeri B.J. Habibie, kebijkan politik luar negeri Abdurrahman Wachid, kebijakan
politik luar negeri Megawati Soekarno Putri, kebijakan politik luar negeri Soesilo
Bambang Yudhoyono, kebijkan politik luar negeri Joko Widodo yang akan
dikaitkan dengan dasar-dasar Siyasah Dauliyah.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan

dan saran.



BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kebijakan Politik Luar Negeri
Indonesia Terhadap Pengungsi Asing Dan Pencari Suaka Pada Era Reformasi
Perspektif Siyasah Dauliyah yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :

1. Banyaknya kasus pengungsi asing dan pencari suaka yang masuk ke
negara Indonesia sejak Era Reformasi hingga sekarang membuat
pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dalam penanganannya. Pengungsi
Timor Leste, Pengungsi Afghanistan hingga Pengungsi Rohingya
(Myanmar dan Bangladesh) mendapatkan penanganan yang cukup baik
oleh Pemerintah Indonesia, mengingat Indonesia bukanlah negara
peratifikasi konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.
Dalam praktiknya Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan serta menjalankan prinsip-prinsip perlindungan dalam hukum
pengungsi internasional. Dengan upaya diplomasi yang dilakukan oleh
Menteri Luar Negeri RI serta kerjasama dengan organisasi internasional
seperti UNHCR dan IOM, serta kerjasama Bilateral dan Multilateral yang
sudah berlangsung, menjadikan penanganan kasus Pengungsi Asing dan
Pencari Suaka dapat segera terselesaikan.

2. Dasar-dasar yang dijadikan landasan para ulama di dalam Siyasah

Dauliyah dan dijadikan ukuran apakah Siyasah Dauliyah berjalan sesuai



dengan semangat al-Islam atau tidak. Dasar-dasar Siyasah Dauliyah
meliputi Kesatuan Umat Manusia, al-‘Adalah (Keadilan), al-Musawah
(Persamaan), Karomah Insaniyah (Kehormatan manusia), Tasamuh
(Toleransi), Kerjasama Kemanusiaan, Kebebasan, Kemerdekaan/ al-
Huriyah, Perilaku Moral Yang Baik (al-Akhlak al-Karimah). Pemerintah
pada era reformasi sudah menerapkan prinsip-prinsip dasar Siyasah
Dauliyah. Hal tersebut dalam rangka hifdzu al-Ummah dalam ruang
lingkupnya yang paking luas yaitu seluruh manusia yang diikat oleh rasa
ukhuwah insaniyah di samping umat dalam arti komunitas agama baik
muslim maupun nonmuslim.
B. SARAN

Dari sekian banyak penelitian terdahulu, tampak bahwa kajian penulis

bukan hanya tergolong baru, tapi juga melengkapi penelitian-penelitian terdahulu.

Oleh sebab itu penulis sadar bahwa penelitian dalam skripsi ini masih banyak

kekurangan. Saran dan kritik sangat diperlukan untuk perbaikan dan

penyempurnaan skripsi penulis.
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